
Selasa, 3 Agustus 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah melaksanakan kegiatan percepatan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP). Kegiatan ini
merupakan lanjutan dari kegiatan workshop dengan tema
“Mewujudkan Hasil Pemeriksaan yang Berkualitas dengan
Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Menuju
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)” yang
dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2021. BPK Perwakilan
Kalimantan Tengah ingin memastikan dan mengetahui sejauh
mana komitmen Kepala Daerah dalam penyelesaian TLRHP.
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring/online dengan dihadiri
oleh Inpektur beserta jajarannya dari 11 Pemerintah Daerah yaitu
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas,
Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito
Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, dan
Kabupaten Pulang Pisau. Kegiatan dibuka oleh Kepala Perwakilan
BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Priyono dengan
didampingi oleh Kepala Subauditorat dan Pemeriksa Madya.
Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan
Tengah menyampaikan beberapa hal diantaranya yaitu sesuai
hasil pemantauan TLRHP Semester II 2020 pada 11 Pemerintah
Daerah, terdapat 1.564 rekomendasi yang belum selesai
ditindakanjuti yang terdiri dari 1.168 (75%) rekomendasi bersifat
administrasi dan 396 (25%) rekomendasi senilai Rp254.132, 37
juta dan USD 2 juta bersifat finansial. Berdasarkan data tersebut,
pemerintah daerah harus segera menyelesaikan tindak lanjut
yang bersifat administrasi agar persentase penyelesaian TLRHP
dapat mencapai target diatas 90%.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Sekretaris Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat, Suyanto yang berkesempatan
untuk menyampaikan strategi penyelesaian TLRHP yang selama
ini diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
sehingga persentase penyelesaiannya dapat menjadi yang
tertinggi di wilayah Kalimantan Tengah. Hal ini dilakukan dalam
rangka sharing knowledge kepada pemerintah daerah lain untuk
dapat bersemangat dan fokus dalam melakukan percepatan
penyelesaian TLRHP.
Pembahasan percepatan TLRHP dilaksanakan antara inpektorat
dan tim pembahas BPK Kalteng melalui breakout room di dalam
zoom meeting. Dalam pembahasan tersebut, dilakukan diskusi
terkait pemetaan rekomendasi-rekomendasi yang dapat segera
ditindaklanjuti khususnya yang bersifat administrasi dan
dokumen tindak lanjut yang harus dilengkapi oleh pemerintah
daerah.
Kegiatan percepatan TLRHP selanjutnya direncanakan akan
digelar pada bulan September 2021. BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah akan terus memantau secara
berkesinambungan terkait progres TLRHP yang telah
dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kepala Perwakilan
mengharapkan bahwa kegiatan percepatan TLRHP ini dapat
mendorong penyelesaian TLRHP sesuai target diatas 90% pada
akhir semester II 2021.

KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BUKA ENTRY MEETING LIMA OBYEK PEMERIKSAAN DAN
PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI SATU OBYEK
PEMERIKSAAN

Senin, 16 Agustus 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
mengikuti kegiatan Workshop Edutainment Parade 17 jam nonstop
narasumber yang digelar oleh Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI BPK.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun
(HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia dan diikuti oleh satuan kerja di
lingkungan AKN VI yaitu Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan (APP) dan
seluruh perwakilan BPK wilayah timur. Peserta yang hadir tidak hanya
pegawai di lingkungan AKN VI, namun juga beberapa pegawai dari AKN
lainnya.
Masing-masing Kepala satuan kerja menyampaikan materi dengan dipandu
moderator yaitu Kepala Perwakilan Sulawesi Utara, Karyadi. Selain itu Master
of Ceremony (MC) masing-masing satuan kerja melakukan pengenalan unit
kerja, menampilkan video kreatif, dan memberikan beberapa
pertanyaan/kuis dengan doorprize di akhir setiap sesi penampilan mereka.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Priyono
menyampaikan materi dengan tema Peningkatan Kualitas LHP melalui
Pengendalian Mutu dan setelahnya dilakukan sesi tanya jawab dengan
seluruh peserta. MC menampilkan video sejarah BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah dan video kreatif penampilan beberapa pegawai BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk memeriahkan acara, MC
memberikan beberapa pertanyaan melalui aplikasi quzizz.com yang diikuti
sekitar 500 pegawai dan diperoleh lima pemenang yang menjawab
pertanyaan dengan benar dan cepat serta berhak untuk memperoleh
doorprize.
Pada siang hari, Anggota VI BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan
Negara VI BPK, Harry Azhar Azis membuka kegiatan tersebut secara resmi.
Selain itu juga terdapat beberapa sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris
Jenderal BPK, Bahtiar Arif, Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa,
dan Plt Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan
Negara yang diwakili oleh Kepala Pusat Akademik dan Teknologi
Pembelajaran, Dwi Setiawan Susanto.
Kegiatan ini menjadi salah satu sarana transfer knowledge dan sharing
session dengan harapan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi
seluruh pegawai khususnya dalam hal pemeriksaan. Selain itu juga kegiatan
ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat untuk tetap berkarya di masa
pandemi Covid-19 ini.

Rabu, 7 Juli 2021 Kepala Perwakilan BPK Provinsi
Kalimantan Tengah, Agus Priyono hadir sebagai
narasumber dalam kegiatan penyelesaian Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah. Acara dilaksanakan di Aula Eka Hapakat
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan
dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah,
Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah, dan 21 Kepala OPD
di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini dibuka oleh Inspektur Provinsi Kalimantan
Tengah dan dilanjutkan dengan paparan oleh Kepala
Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah tentang
strategi penyelesaian TLRHP. Dalam paparannya, Kepala
Perwakilan menyampaikan bahwa sampai dengan
Semester I 2021, persentase penyelesaian TLRHP
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 75,58%
dan menduduki peringkat ke-13 dari 15 Pemerintah Daerah
di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat 338
rekomendasi yang belum diselesaikan yang terdiri dari 299
(88%) rekomendasi bersifat administrasi dan 39 (12%)
rekomendasi bersifat finansial.
Kepala Perwakilan juga menyampaikan beberapa kendala
yang terjadi, strategi penyelesaian TLRHP, dan alternatif
solusi penyelesaian beberapa permasalahan teknis dalam
penyelesaian TLRHP. Oleh karena itu, BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah mendorong dan
mengharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
segera melakukan percepatan penyelesaian TLRHP.
Dalam acara tersebut juga dibuka sesi tanya jawab. Kepala
OPD terkait dapat langsung menyampaikan permasalahan
atau kendala yang dihadapi dalam pemenuhan dokumen
TLRHP selama ini. Acara ditutup oleh Wakil Gubernur
Kalimantan Tengah, Edy Pratowo.
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KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH DORONG PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM
PENYELESAIAN TLRHP
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BPK KALTENG GELAR PERCEPATAN PENYELESAIAN
TLRHP UNTUK 11 PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BPK KALTENG MENGIKUTI KEGIATAN PARADE 17 JAM
NONSTOP NARASUMBER DALAM RANGKA MEMPERINGATI
HUT KE-76 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

BPK KALTENG GELAR DISKUSI BERTEMA “KONTRIBUSI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DALAM DUNIA PENDIDIKAN”

Bertempat di Aula Gedung BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah hari
Senin tanggal 23 Agustus 2021 diadakan penyerahan secara simbolis dana
bantuan Pendidikan bagi putra dan putri pegawai Tenaga Tidak Tetap dan
cleaning service dengan jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMU. Hadir dalam
acara ini Ny. Bono Wolson, Ketua Bidang Pendidikan dan Ny. Henry Angga,
Ketua Bidang Sosial Budaya Dharma Wanita Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah, beserta para orang tua dan para penerima dana bantuan pendidikan.
Dana Bantuan Pendidikan tersebut berasal dari Dharma Wanita BPK Pusat,
Dharma Wanita Perwakilan dan Ketua Dharma Wanita Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah. Pada periode ini, DWP BPK Kalimantan Tengah
menyalurkan bantuan Pendidikan kepada 12 orang pegawai tidak tetap dan
cleaning service yang terdiri dari 14 anak sekolah dengan jenjang pendidikan
SD sebanyak 9 siswa, SMP sebanyak 3 siswa dan SMA sebanyak 2 siswa.
Harapan kedepannya, program dana bantuan pendidikan ini dapat terus
berlanjut di periode selanjutnya sehingga siswa-siswi dapat terpacu untuk
lebih meningkatkan atau mempertahankan prestasi yang sudah diraih.

Selasa, 31 Agustus 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
melaksanakan kegiatan diskusi dengan tema “Kontribusi BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Dunia Pendidikan”.
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring/online dan bertujuan untuk
menjalin komunikasi yang baik antara lembaga pendidikan dengan BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam program Praktek Kerja
Lapangan (PKL). Peserta diskusi yaitu beberapa perwakilan lembaga
pendidikan dan peserta didik yang pernah menjalani PKL di BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, diantaranya yaitu IAIN
Palangka Raya, Universitas Palangka Raya, STMIK Palangka Raya,
Universitas Mercu Buana Yogyakarta, LP3I College Palangka Raya,
Universitas Kristen Petra Surabaya, Universitas Lambung Mangkurat,
dan SMK Negeri 2 Palangka Raya. Selaku narasumber dalam kegiatan
ini adalah Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Agus
Priyono dan sebagai moderator yaitu Kepala Subbagian Hubungan
Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Urip Agung.
Kepala Perwakilan memaparkan selayang pandang BPK dan BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah agar para peserta diskusi lebih
mengenal dan memahami seluk beluk BPK dan BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya terkait kedudukan BPK, visi
dan misi, jenis pemeriksaan BPK, opini BPK, dan kewenangan BPK
lainnya terutama dalam penyelesaian kerugian negara/daerah dan
pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
(TLRHP) BPK. Selain itu, Kepala Perwakilan juga memperkenalkan
budaya kerja yang diterapkan di BPK Kalteng yaitu budaya kerja
“TANGGUH” dan moto pelayanan “PRIMA” dalam upaya untuk
mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di
lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah
pemaparan selesai, para peserta diskusi diberikan kesempatan untuk
bertanya jika terdapat hal-hal yang ingin diketahui lebih jauh tentang
BPK serta menyampaikan testimoni terkait kebermanfaatan BPK dalam
mendukung pendidikan terutama tugas magang/PKL dan pengalaman
yang didapatkan oleh peserta magang/PKL. Pada sesi akhir kegiatan,
Kepala Perwakilan meminta masukan dari masing-masing lembaga
pendidikan terkait pelaksanaan PKL yang selama ini telah berjalan guna
perbaikan ke depannya. Para peserta diskusi cukup antusias dalam
mengikuti kegiatan tersebut dan berharap kerjasama pelaksanaan PKL
masih dapat terus berkelanjutan untuk tahun-tahun mendatang.
Dengan adanya kegiatan ini, Agus Priyono berharap BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan perbaikan-perbaikan
dari masukan yang telah diterima dan dapat berkontribusi secara aktif
dalam peningkatan kualitas SDM pada dunia pendidikan.

Palangka Raya – Hadir secara daring melalui zoom meeting Kepala
Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Priyono didampingi
Kepala Subauditorat Kalteng I Tukino dan Kepala Subauditorat Kalteng II
Mochammad Suharyanto beserta para Pemeriksa Madya membuka sambutan
entry meeting Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 yang dilaksanakan pada
Senin, 9 Agustus 2021 bertempat di ruang VIP Kepala Perwakilan. Entry
meeting dilakukan terhadap lima obyek pemeriksaan pendahuluan kinerja
dan satu obyek pengumpulan data dan informasi yaitu:
1.Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Pendidikan dan PelatihanVokasi
Berbasis KerjaSama Dunia Usaha dan Duna Industri dalamRangka
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas danBerdaya Saing Tahun
Anggaran 2020 s.d Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah;
2.Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Upaya PengelolaanVaksinasi dalam
Rangka Percepatan Penanggulangan PandemiCOVID-19 Tahun Anggaran 2021
pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
3.Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerahdalam
Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui PelayananPerizinan dan
Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada
Pemerintah KabupatenKotawaringin Timur;
4.Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Pendahuluan atas
PengelolaanPendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian
FiskalDaerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 padaPemerintah Kota
Palangka Raya dan Instansi Terkait Lainnya;dan
5.Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Penyediaan AirBersih Tahun
Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Kota danPDAM Kota
PalangkaRaya serta Instansi Terkait Lainnya.
6.Pengumpulan Data dan Informasi (PDI)atas Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban KeuanganPemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun
2020 pada KPUdan BawasluProvinsi Kalimantan Tengah.
Pejabat entitas yang hadir pada entry meeting tersebut antara lain Kepala
Daerah, Sekda, Inspektur, Direktur PDAM, Ketua KPU dan Ketua Banwaslu
Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Agus Priyono menyampaikan nama-nama personil tim
yang berangkat ke lapangan baik pemeriksaan kinerja maupun pengumpulan
data dan informasi. Selain itu juga berpesan kepada tim yang berada di
lapangan agar tetap menjaga protokol kesehatan dan jika kondisi tidak
memungkinkan tatap muka (wawancara) secara langsung dengan
pejabat/pihak terkait di entitas agar mengoptimalkan prosedur alternatif
dalam pemeriksaan. Agus Priyono juga mengharapkan kerjasama yang baik
dari entitas terperiksa terutama berupa kecepatan dan ketepatan pemberian
data dan informasi kepada tim pemeriksa selama pelaksanaan pemeriksaan di
lapangan, sehingga pemeriksaan berjalan lancar dan menghasilkan
rekomendasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi entitas yang diperiksa
demi mewujudkan Indonesia maju.

TAHETATAHETA

DHARMA WANITA BPK PERWAKILAN KALIMANTAN TENGAH
MENYERAHKAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
menyelenggarakan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
BPK RI untuk Wilayah Kalimantan Tengah, yang terdiri dari
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum
(TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan prosedur
kesehatan Covid-19 yang ketat dan telah membuat Surat
Kesepakatan Bersama (SKB) dengan Satgas Covid-19 Kota
Palangka Raya dalam penyelenggaraan tes CPNS tersebut.
Tes tersebut diselenggarakan pada hari Minggu, 12
September 2021 bertempat di Unit Pelaksana Teknis (UPT)
BKN Palangka Raya dan dihadiri oleh para pejabat struktural
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan
perwakilan Biro SDM BPK Pusat. Tes SKD ini dibuka oleh
Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Agus
Priyono S.E., M.Si., Ak, CA, CSFA, beliau menyemangati para
peserta tes agar bisa berhasil mendapatkan skor terbaik.
Jumlah peserta yang mendaftar adalah sebanyak 148 orang,
dan dihadiri oleh 131 orang. Tes yang dibagi menjadi 4 sesi
ini dimulai pukul 06.30 WIB, sesi kedua dimulai pukul 09.00
WIB, sesi ketiga dimulai pukul 11.30 WIB dan sesi terakhir
dimulai pukul 14.00 WIB. Setiap sesinya diawali dengan
registrasi dan pemberian PIN Peserta, body checking,
memasuki ruang steril dan ruang ujian, kemudian
pelaksanaan SKD CPNS. Setiap sesi, peserta harus
mengerjakan Tes SKD dengan standar skor masing-masing
yang telah ditetapkan oleh BPK RI, yaitu terdiri dari TWK 65
poin, TIU 80 poin dan TKP 166 poin. Untuk informasi
selanjutnya dalam dilihat di website https://cpns.bpk.go.id.

TES CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BPK RI DENGAN
PROSEDUR KESEHATAN COVID-19
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PERKUAT HUBUNGAN KERJA, KALAN BPK
PERWAKILAN KALTENG KUNJUNGI BEBERAPA
INSTANSI VERTIKAL

“TANGGUH” BUDAYA KERJA BPK PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti acara “Upaya
Peningkatan dan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan BPK” yang
diselenggarakan oleh Inspektorat Utama BPK pada tanggal 29 Juli 2021.
Acara yang diselenggarakan secara daring ini diawali dengan menyanyikan
Indonesia Raya, pembacaan doa, dan pembukaan acara oleh Inspektur
Utama BPK, Bapak I Nyoman Wara S.E., Ak., CA., CFrA., ACPA, CSFA, CPA.
Acara yang diikuti oleh 980 partisipan dari Internal BPK ini dibagi menjadi 2
(dua) sesi acara, yaitu sesi pertama dimulai pada pukul 10.00 WIB, dengan 2
(dua) orang pembicara. Pembicara pertama, Bapak Dr. Ir. Bima Haria
Wibisana, MSIS (Kepala BKN) memaparkan tentang “Membangun Budaya
Kerja ASN”, sedangkan pembicara kedua adalah Bapak Ignasius Jonan, S.E.,
M.A. (Dirut PT KAI tahun 2009-2016 dan Menteri ESDM tahun 2016-2019)
membahas tentang “Transforming Work Culture” ketika memimpin PT KAI
tahun 2009-2014. Sesi pertama ini dipandu oleh Bapak Dr. Edward Ganda
Hasiholan Simanjuntak, S.E., M.Sc., CSFA., CPA., Ak., CfrA (Staf Ahli Bidang
Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan).
Acara sesi kedua yang dilaksanakan setelah istirahat siang adalah “Talkshow
Implementasi dan Evaluasi Budaya Kerja di Lingkungan BPK” sebagai
pembicara adalah Bapak M.Yusuf John, S.ST, Ak., M.H. (Kabid Teknologi
Pembelajaran pada Badiklat BKN), Bapak Agus Priyono, S.E., M.Si., Ak., CA.,
CSFA (Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah), Bapak Paula Henry
Simatupang, S.E., M.Si., Ak. CA., CfrA., CSFA., CPA, ACPA (Kepala Perwakilan
Provinsi Sulawesi Selatan) dan Bapak Joko Agus Setyono, S.E., Ak., CA.,
ACPA., CPA., CSFA (Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur), dengan
moderator Ibu Dian Insani Ambarwati, S.E., M.Sc., Ak. CA (Analis Penegakan
Integritas dan Disiplin SDM Aparatur).
Pada paparannya, Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
memaparkan mengenai Evaluasi Budaya Kerja yang dilakukan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga tercetus Budaya Kerja
baru yang tetap mengakomodir budaya kerja yang lama. Budaya kerja BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah saat ini adalah TANGGUH
(Terpercaya, Adaktif, Netral, Gesit, Guyub, Unggul dan Harmonis). Budaya
kerja yang baru ini diharapkan dapat mengadaptasi Integritas, Independensi
dan Profesionalisme sebagai bagian dari Nilai-Nilai Dasar dari BPK RI.

Senin, 26 Juli 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
melaksanakan kegiatan workshop dengan tema “Mewujudkan Hasil
Pemeriksaan yang Berkualitas dengan Percepatan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLRHP) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM)”. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud komitmen BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendorong Pemerintah
Daerah dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan (TLRHP).
Workshop dilaksanakan secara daring/online dengan mengundang
Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala BPKAD, dan Kepala
Bagian Hukum Sekretariat Daerah pada 12 Pemerintah Daerah di wilayah
Provinsi Kalimantan tengah, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah,
Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito
Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang
Pisau, Selaku narasumber dalam kegiatan ini adalah Kepala Perwakilan
BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Priyono dengan didampingi oleh
Kepala Subauditorat dan Pemeriksa Madya.
Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah
menjelaskan bahwa tingkat penyelesaian TLRHP 12 Pemerintah Daerah
tersebut masih dibawah 90%. Berdasarkan data TLRHP Semester II
Tahun 2020, terdapat 1.903 rekomendasi yang belum selesai
ditindaklanjuti yang terdiri dari rekomendasi bersifat administrasi
sebanyak 1.467 (77%) dan rekomendasi bersifat finansial sebanyak 436
(23%) senilai Rp261.870,98 juta dan USD 2 juta. Selain itu disampaikan
juga terkait strategi dan alternatif solusi percepatan penyelesaian
TLRHP yang dapat menjadi pedoman dan masukan bagi Pemerintah
Daerah untuk menentukan langkah selanjutnya dalam percepatan
TLRHP. Agus Priyono mengharapkan agar Pemerintah Daerah segera
melakukan penyelesaian TLRHP, khususnya rekomendasi-rekomendasi
yang bersifat administrasi sesuai dengan strategi dan alternatif solusi
yang diberikan.
Selain percepatan penyelesaian TLRHP, Agus Priyono juga
menyampaikan terkait komitmen BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM). Hal ini
diantaranya diwujudkan melalui budaya kerja yaitu “TANGGUH”,
Tepercaya, Adaptif, Netral, Gesit, Guyub, Unggul, Harmonis dan moto
pelayanan yaitu “PRIMA”, Profesional, Ramah, Ikhlas, Mudah, Andal.
Setelah pemaparan oleh Kepala Perwakilan, masing-masing Pemerintah
Daerah berkesempatan untuk menyampaikan komitmennya dalam
percepatan penyelesaian TLRHP, dukungan dan harapannya kepada BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menuju WBBM.
Dengan adanya kegiatan ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah mengharapkan Pemerintah Daerah segera menyusun langkah
dan strategi untuk mempercepat penyelesaian TLRHP sehingga
persentase penyelesaiannya dapat meningkat minimal 90%. Selain itu
juga harapan agar predikat menuju WBBM dapat diraih oleh BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun ini.

BPK KALTENG GELAR WORKSHOP DENGAN TEMA
“MEWUJUDKAN HASIL PEMERIKSAAN YANG
BERKUALITAS DENGAN PERCEPATAN TLRHP
MENUJU WBBM”

PERTAJAM SINERGI DENGAN MEDIA DAN INSTANSI
PEMERINTAHAN, KALAN BPK PERWAKILAN KALTENG
LAKUKAN LAWATAN KE KALTENG POS DAN KANTOR
WALIKOTA
Palangka Raya – Melanjutkan agenda lawatan ke beberapa instansi di
Wilayah Kota Palangka Raya, Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Agus Priyono melakukan lawatan
kerja ke Kantor Media Kalteng Pos dan Kantor Walikota Palangka Raya pada
Kamis, 22 Juli 2021. Kunjungan ini dilakukan masih dalam rangka
silaturahmi dan perkenalan diri Agus Priyono selaku Kalan baru pada BPK
Perwakilan Provinsi Kalteng.
Dalam lawatannya ke Kantor Media Kalteng Pos, Agus Priyono
menyampaikan pandangannya terhadap media. Menurutnya, media sangat
penting dalam mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan melalui
pemberitaannya yang akurat, terupdate, dan terpercaya. Beliau juga
menyampaikan BPK Perwakilan Provinsi Kalteng telah mendapat predikat
badan publik informatif, sehingga sudah merupakan sebuah tanggung jawab
untuk pemegang predikat tersebut untuk senantiasa bersinergi dengan
media dalam hal publikasi terkait pemeriksaan maupun hal-hal lain terkait
dengan Tupoksi BPK yang berhubungan dengan media.
Selain itu slogan BPK yakni akuntabilitas untuk semua dapat diterapkan,
dimana tanggung jawab untuk perbaikan tata kelola pemerintahan bukan
hanya menjadi tugas BPK tetapi perlu kerjasama dari semua pihak
khususnya media untuk melakukan fungsi pengawasan dan sebagai
penghubung yang mampu menjembatani Tupoksi BPK dalam melakukan
pemeriksaan, yakni sebagai salah satu tempat memperoleh informasi.
Lawatan lainnya ke Kantor Walikota Palangka Raya, Agus Priyono disambut
oleh Walikota beserta beberapa jajarannya. Dalam kesempatan ini beliau
membahas beberapa hal dengan Walikota beserta jajarannya, diantaranya
terkait progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)
dan rencana pemeriksaan BPK pada semester II tahun 2021. Beliau
menghimbau agar Pemerintah Kota Palangka Raya senantiasa
meningkatkan progress TLRHP, meskipun persentase penyelesaian Kota
Palangka Raya saat ini sudah termasuk tinggi.

Selasa, 3 Agustus 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
melaksanakan kegiatan percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan (TLRHP). Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan
workshop dengan tema “Mewujudkan Hasil Pemeriksaan yang
Berkualitas dengan Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
(TLRHP) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)” yang
dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2021. BPK Perwakilan Kalimantan
Tengah ingin memastikan dan mengetahui sejauh mana komitmen
Kepala Daerah dalam penyelesaian TLRHP.
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring/online dengan dihadiri oleh
Inpektur beserta jajarannya dari 11 Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten
Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur,
Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Pulang Pisau. Kegiatan
dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Agus
Priyono dengan didampingi oleh Kepala Subauditorat dan Pemeriksa
Madya.
Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan
Tengah menyampaikan beberapa hal diantaranya yaitu sesuai hasil
pemantauan TLRHP Semester II 2020 pada 11 Pemerintah Daerah,
terdapat 1.564 rekomendasi yang belum selesai ditindakanjuti yang
terdiri dari 1.168 (75%) rekomendasi bersifat administrasi dan 396 (25%)
rekomendasi senilai Rp254.132, 37 juta dan USD 2 juta bersifat finansial.
Berdasarkan data tersebut, pemerintah daerah harus segera
menyelesaikan tindak lanjut yang bersifat administrasi agar persentase
penyelesaian TLRHP dapat mencapai target diatas 90%.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat, Suyanto yang berkesempatan untuk
menyampaikan strategi penyelesaian TLRHP yang selama ini
diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga
persentase penyelesaiannya dapat menjadi yang tertinggi di wilayah
Kalimantan Tengah. Hal ini dilakukan dalam rangka sharing knowledge
kepada pemerintah daerah lain untuk dapat bersemangat dan fokus
dalam melakukan percepatan penyelesaian TLRHP.
Pembahasan percepatan TLRHP dilaksanakan antara inpektorat dan
tim pembahas BPK Kalteng melalui breakout room di dalam zoom
meeting. Dalam pembahasan tersebut, dilakukan diskusi terkait
pemetaan rekomendasi-rekomendasi yang dapat segera ditindaklanjuti
khususnya yang bersifat administrasi dan dokumen tindak lanjut yang
harus dilengkapi oleh pemerintah daerah.
Kegiatan percepatan TLRHP selanjutnya direncanakan akan digelar
pada bulan September 2021. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah akan terus memantau secara berkesinambungan terkait
progres TLRHP yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Kepala Perwakilan mengharapkan bahwa kegiatan percepatan TLRHP
ini dapat mendorong penyelesaian TLRHP sesuai target diatas 90%
pada akhir semester II 2021.

Palangka Raya – Mengawali kepemimpinannya, Kepala Perwakilan (Kalan)
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Agus Priyono
melakukan kunjungan kerja ke beberapa instansi vertikal di wilayah Provinsi
Kalteng diantaranya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng, Korem 102/Panju
Panjung, Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalteng, Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalteng, dan Otoritas Jasa Keuangan
Provinsi Kalteng.
Beberapa kunjungan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk silaturahmi
sekaligus perkenalan diri Agus Priyono selaku Kalan baru pada BPK
Perwakilan Provinsi Kalteng, selain itu juga dalam rangka memperkuat
hubungan kerja antar instansi vertikal. Pimpinan masing-masing instansi
vertikal menyambut baik kunjungan yang dilakukan tersebut dan berharap
hubungan baik antar instansi vertikal dapat terus berlanjut kedepannya.
Dalam kunjungannya Agus Priyono menegaskan tugas dan fungsi BPK
Perwakilan Provinsi Kalteng dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang lebih baik di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya bagi
Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalteng. Kedepannya beliau mengharapkan
pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini, khususnya pada Provinsi Kalteng
dapat segera berakhir sehingga komunikasi, koordinasi, kerjasama dan sinergi
BPK Perwakilan Provinsi Kalteng dengan instansi vertikal yang berada di
lingkungan Provinsi Kalteng dapat terus berlanjut. Tidak hanya sekedar
kunjungan, namun dapat berbagi pengetahuan dalam rangka pengembangan
kompetensi sumber daya manusia antar bidang pekerjaan, khususnya yang
terkait dengan pemeriksaan serta bentuk kerjasama strategis lainnya dalam
rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Selain itu, pada kesempatan kunjungan Agus Priyono selaku Kalan BPK
Perwakilan Provinsi Kalteng juga mengajak kepada masing-masing instansi
untuk membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Jum’at 30 Juli 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah melaksanakan sosialisasi budaya kerja “TANGGUH” dan
moto layanan “PRIMA” dalam upaya mewujudkan WBBM di
Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring/online dan diikuti oleh
seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah. Selaku narasumber dalam kegiatan ini
adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah,
Agus Priyono dan didampingi oleh Pejabat Struktural di
lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam paparannya, Kepala Perwakilan menjelaskan beberapa
hal diantaranya bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah telah berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) pada tanggal 10 Desember 2018. Pada tahun
2021 ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sedang
berjuang mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM). Beberapa keberhasilan yang telah dicapai
oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada satu
terakhir diantaranya penghargaan sebagai Badan Publik
Peringkat I “Informatif” tahun 2020 kategori Badan Publik
Instansi Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah, penghargaan
sebagai satker terbaik dalam aktivitas manajemen pengetahuan
tahun 2020, dan penghargaan sebagai satker terbaik dalam
pengelolaan kinerja tahun 2020 kategori satker BPK
Perwakilan.
Agus Priyono juga menyampaikan terkait komitmen BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menuju Wilayah
Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM), dengan dibangunnya
budaya kerja dan layanan prima. Budaya kerja saat ini adalah
“TANGGUH” (Terpercaya, Adaptif, Netral, Gesit, Guyub, Unggul
dan Harmonis). Budaya kerja ini diharapkan dapat
mengadaptasi Integritas, Independensi dan Profesionalisme
sebagai bagian dari Nilai-Nilai Dasar dari BPK RI. Sedangkan
moto pelayanan adalah “PRIMA” (Profesional, Ramah, Ikhlas,
Mudah dan Andal), dengan harapan BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah dapat memberikan pelayanan terbaik untuk
stakeholder. Hubungan/sinergi dan komunikasi yang baik
perlu dibangun dan dipertahankan, baik di internal BPK
maupun dengan pihak eksternal.
Dengan adanya sosialisasi ini, Agus Priyono mengajak seluruh
pegawai bersama-sama menerapkan budaya kerja “TANGGUH”
dan moto pelayanan “PRIMA, sehingga predikat menuju WBBM
dapat diraih oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH AJAK SELURUH PEGAWAI UNTUK
MEMBANGUN BUDAYA KERJA “TANGGUH” DAN
LAYANAN “PRIMA”

BPK KALTENG GELAR PERCEPATAN PENYELESAIAN
TLRHP UNTUK 11 PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya - Mewakili Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah, Kepala Subauditorat Kalimantan I Tukino, membuka
sambutan kegiatan Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
(TLRHP). Kegiatan yang dilaksanakan pada 30 September s.d 1 Oktober 2021
merupakan lanjutan dari kegiatan percepatan pemantauan TLRHP BPK yang
telah dilaksanakan secara online pada tanggal 3 Agustus 2021, dan merupakan
pemantauan progress perkembangan percepatan penyelesaian TLRHP sesuai
komitmen Kepala Daerah yang telah disampaikan sebelumnya. Kegiatan
tersebut diikuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah
Kabupaten Lamandau, Pemerintah Kabupaten Seruyan, Pemerintah
Kabupaten Sukamara dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
Dalam sambutan, Tukino menyampaikan bahwa untuk mengefektifkan dan
memantau pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan, peraturan
perundang-undangan memberikan amanat agar BPK memantau pelaksanaan
tindak lanjut hasil pemeriksaan, untuk selanjutnya diberitahukan kepada
lembaga perwakilan melalui hasil pemeriksaan semester. Progres tindak
lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan indikator untuk
menilai tentang efektifitas suatu pelaksanaan pemeriksaan. Selain itu Tukino
juga memaparkan sosialisasi mengenai Forum Mediasi Simpatik yaitu Forum
Mediasi yang bertujuan dalam Percepatan Pemenuhan Dokumen Tindak
Lanjut Rekomendasi Administratif LHP BPK RI Secara Intensif Dan
Komprehensif. Dalam Forum Mediasi Simpatik tersebut diharapkan kepada
seluruh entitas agar dalam melaksanakan TLRHP dapat memberikan
dokumen tindak lanjut dengan sejelas-jelasnya dan mengharapkan kepada
seluruh pemegang dosir yaitu para pemeriksa agar memberikan arahan sesuai
dengan Rekomendasi yang diberikan kepada entitas terperiksa. Forum
Mediasi SIMPATIK tersebut direncanakan dilakukan setiap Triwulan dalam
satu tahun. Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan TLRHP dengan masing-
masing pemegang dosir selama dua hari.
Kegiatan Triwulanan Percepatan TLRHP diakhiri dengan laporan pelaksanaan
kegiatan dari Kepala Subauditorat Kalimantan Tengah I kepada Kepala
Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas hasil
pembahasan dari pemegang dosir masing-masing entitas. Kegiatan ditutup
oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah Agus Priyono,
dilanjutkan dengan foto bersama antara Kepala Perwakilan dan Kepala
Subauditorat Kalteng I beserta Inspektur masing-masing entitas maupun
pejabat yang mewakili.

MEWUJUDKAN HASIL PEMERIKSAAN YANG
BERKUALITAS MELALUI FORUM MEDIASI
TRIWULANAN PERCEPATAN TLRHP “SIMPATIK”
MENUJU WBBM


